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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku "Akuntansi Perpajakan” ini dapat hadir
di hadapan para pembaca. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis mengenai
keterkaitan antara akuntansi dan perpajakan, dua bidang yang tidak
terpisahkan dalam dunia bisnis dan keuangan.

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat ini,
pengetahuan tentang akuntansi perpajakan menjadi semakin krusial.
Setiap entitas bisnis, baik skala kecil maupun besar, wajib memahami
dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak dapat berakibat
pada sanksi finansial yang tidak sedikit, bahkan masalah hukum. Oleh
karena itu, buku ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan
antara teori akuntansi dan praktik perpajakan, memberikan panduan
yang jelas dan mudah dipahami bagi para mahasiswa, praktisi
akuntansi, konsultan pajak, serta pelaku bisnis.

Buku ini membahas berbagai topik penting, mulai dari konsep
dasar akuntansi dan perpajakan, perbedaan antara standar akuntansi
keuangan dan ketentuan perpajakan, perlakuan akuntansi untuk
berbagai jenis pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
dll.), hingga strategi perencanaan pajak yang etis dan legal. Dilengkapi
dengan contoh-contoh kasus, ilustrasi, dan latihan soal, diharapkan
pembaca dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari
dalam situasi nyata.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari
berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca akan sangat kami hargai demi
penyempurnaan buku ini di masa mendatang.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi para pembaca dalam memahami dan menguasai
akuntansi perpajakan, serta berkontribusi positif bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan praktik di bidang akuntansi dan perpajakan di
Indonesia.

Selamat Membaca !

Penulis
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BAB 1
KONSEP DASAR
AKUNTANSI PAJAK

Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.
Universitas Negeri Makassar




Konsep Dasar Akuntansi Pajak

undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini digunakan untuk
menyusun laporan yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang,
serta mendukung proses pelaporan kepada otoritas pajak.

Menurut (Waluyono, 2018) akuntansi perpajakan merupakan
akuntansi yang disusun dengan dasar hukum fiskal, bukan semata-
mata berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena
tujuannya bukan untuk penyajian informasi kepada pemangku
kepentingan eksternal seperti investor, melainkan untuk kepentingan
kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi dalam
akuntansi perpajakan dapat berbeda dengan akuntansi komersial
dalam hal pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan penyusutan
aset tetap.

Penting untuk dipahami bahwa sistem perpajakan Indonesia
menganut asas self-assessment, dimana wajib pajak diberi
kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri
pajak terutangnya. Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan menjadi
instrumen utama untuk menjamin ketepatan dan kelengkapan
pelaporan pajak (Mardiasomo, 2018).

Tujuan Akuntansi Perpajakan
Akuntansi perpajakan merupakan bagian integral dari sistem
informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu entitas usaha
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari
akuntansi perpajakan tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi,
tetapi juga mencakup aspek hukum, administratif, dan strategis dalam
perencanaan serta pelaporan pajak.

Menurut (Harahap, 2020) akuntansi perpajakan berfungsi
sebagai penghubung antara catatan akuntansi komersial dengan
pelaporan fiskal kepada otoritas pajak. Tujuan ini dapat dijabarkan
lebih lanjut sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi yang Akurat untuk Pelaporan Pajak
Akuntansi perpajakan bertujuan menyajikan data yang relevan dan
andal mengenai posisi keuangan dan transaksi yang berkaitan
dengan objek pajak. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan
hitung, pengenaan sanksi, serta membantu wajib pajak melaporkan
SPT (Surat Pemberitahuan) secara benar dan lengkap

Masdar Ryketeng




Konsep Dasar Akuntansi Pajak

sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menurut (Zain, M., 2020) tanpa dokumen yang sah dan lengkap,
transaksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal dan
berpotensi menimbulkan koreksi saat pemeriksaan pajak. Berikut ini
adalah jenis-jenis dokumen utama dalam akuntansi perpajakan:

1. Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN atau PPnBM yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dokumen ini
harus dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur.

2. Bukti Potong dan Bukti Setor
Bukti potong (formulir 1721-A1, 1721-A2, 1721-VI, dsb.)
menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) telah dipotong oleh
pihak lain. Sementara itu, bukti setor (SSP/BPN) menjadi bukti
pembayaran langsung pajak oleh wajib pajak ke kas negara.

3. Invoice dan Kwitansi
Invoice atau faktur penjualan adalah bukti tagihan atas transaksi
penjualan barang/jasa, sedangkan kuitansi digunakan sebagai
bukti pembayaran. Kedua dokumen ini penting sebagai dasar
pencatatan pendapatan dan biaya dalam pembukuan fiskal.

4. Laporan Keuangan Komersial
Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan modal
menjadi bagian penting untuk menyusun rekonsiliasi fiskal.
laporan ini juga menjadi dokumen pelengkap saat mengisi SPT
Tahunan Badan.
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Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh
setiap subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat
memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak
disetorkan kepada negara tanpa imbalan langsung, dan sepenuhnya
dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dalam
rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya
(Supramono & Damayanti, 2024).

Ada sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah untuk
mengumpulkan pajak dari rakyat, yang kemudian digunakan untuk
pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Menurut undang-undang
yang berlaku, salah satu karakteristik sistem perpajakan Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. Pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap
Pembangunan negara; dan,

2. Setiap anggota masyarakat wajib pajak sendiri bertanggung jawab
atas pelaksanaan pemungutan pajak,

3. Kepercayaan untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar,
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang diberikan kepada
anggota masyarakat wajib pajak.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam
keberlangsungan dan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pajak
memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dana yang
terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai
pengeluaran negara, mulai dari belanja rutin seperti gaji pegawai,
belanja barang, dan pemeliharaan fasilitas, hingga pembiayaan
pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (jalan,
jembatan, pelabuhan), fasilitas kesehatan, pendidikan, dan
pelayanan publik lainnya. Tanpa pajak, negara akan kesulitan
membiayai operasionalnya dan mewujudkan program-program
pembangunan.
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3. Sistem Official Assessment (Penetapan oleh Fiskus)

Penetapan pajak dilakukan oleh otorisasi pajak, prinsipnya
digunakan dalam kasus tertentu dimana WP tidak melakukan
pelaporan atau ketika pajak sulit dihitung sendiri.

Contoh: PBB yang ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) oleh pejabat pajak daerah dan penetapan pajak atas
usaha yang tidak melapor oleh petugas pajak. Peran mekanisme
pemungutan pajak dalam kepatuhan pajak. Ketiga mekanisme
tersebut saling melengkapi:

Mekanisme Karakteristik Utama Contoh Pajak

Self Assessment| WP menghitung dan melaporkan PPh Orang Pribadi,

Withholding | Pajak dipotong oleh pihak ketiga ||[PPh 21, PPh 23, PPh 22

Official Pajak ditetapkan oleh gtoritas PBB, Pajak terutang

Assessment tanpa pelaporan WP
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Pendahuluan

Perpajakan adalah tulang punggung pembangunan suatu negara.
Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan utama
untuk mendukung berbagai kegiatan layanan, mulai dari
infrastruktur, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan kesehatan.

Kerangka hukum yang jelas dan komprehensif menjadikan Sistem
perpajakan yang efektif dan efisien. Di Indonesia, kerangka ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya.
Undang-Undang KUP merupakan pondasi hukum pajak formal di
Indonesia.

UU ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang fiskus
(petugas pajak), serta prosedur administrasi perpajakan yang
meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan,
penagihan, keberatan, banding, hingga sanksi. Pemahaman mendalam
tentang UU KUP sangat penting bagi setiap wajib pajak, konsultan
pajak, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memastikan
kepatuhan pajak dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.

Bab ini akan mengupas secara detail dan komprehensif berbagai
aspek penting dalam aturan atau ketentuan umum perpajakan di
Indonesia, memberikan pemahaman yang utuh mengenai hak dan
kewajiban yang melekat pada setiap pihak dalam sistem perpajakan.

Dasar Hukum dan Lingkup Pengaturan

1. Dasar Hukum
Dalam paket reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah
sistem perpajakan Indonesia dari official assessment menjadi
sistem self-assessment diperkenalkan untuk pertama kali UU
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak
terutangnya. UU KUP menjadi landasan bagi implementasi sistem
ini. Sejak saat itu, UU KUP telah mengalami beberapa kali
penyempurnaan yang bertujuan untuk merespons dinamika
ekonomi, tuntutan kepatuhan, dan perkembangan teknologi
informasi. Perubahan-perubahan signifikan pada UU KUP antara
lain melalui:
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d. Implikasi: tidak menunda pelaksanaan penagihan. Putusan
Pengadilan Pajak bersifat final dan tetap (kecuali ada upaya PK).

4. Peninjauan Kembali (PK)
Upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung
berdasarkan hasil putusan banding DJP maupun gugatan dari
pengadilan pajak.

Sanksi Perpajakan: Penegakan Hukum

Sanksi dalam perpajakan adalah mekanisme untuk menegakkan
kepatuhan dan memastikan keadilan.

1. Sanksi Administrasi

Dikenakan atas pelanggaran formal atau material yang bersifat

kurang serius.

a. Denda: atas pelanggaran formal, misalnya keterlambatan
penyampaian SPT (sebesar Rp.100.000 WPOP dan sebesar
Rp.1.000.000 WP Badan).

b. Bunga: pembayaran pajak dan kekurangan pembayaran pajak
atas keterlambatan. Tarif bunga disesuaikan dengan tarif bunga
acuan Menteri Keuangan ditambah uplift factor per bulan.

c¢. Kenaikan: persentase tertentu dari pajak yang kurang dibayar
(misal 50% atau 100%) untuk pelanggaran material tertentu
(misal kurang bayar karena hasil pemeriksaan).

2. Sanksi Pidana

Dikenakan atas kegiatan yang menyebabkan kesalahan pidana

yang dilakukan pada bidang perpajakan secara sengaja dan

merugikan negara.

a. Tindak Pidana: contohnya, sengaja tidak menyampaikan SPT,
SPT yang disampaikan tidak benar/lengkap untuk menghindari
pajak, atau menyalahgunakan NPWP/PKP.

b. Hukuman: berupa tindak pidana penjara (minimal 6 bulan,
maksimal 6 tahun) serta denda yang besar (minimal 2 kali,
maksimal 6 kali pajak terutang/kurang bayar).
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Penutup: Peran KUP Dalam Sistem Pajak yang Modern dan
Adil

Aturan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah
landasan fundamental seluruh administrasi pajak di indonesia. Dari
proses pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan kewajiban, hingga
mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa, KUP mengatur
setiap aspek interaksi antara negara dan wajib pajak.

Pemahaman yang komprehensif atas KUP, termasuk perubahan-
perubahan terbarunya melalui UU HPP, menjadi kunci bagi Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban secara patuh, menghindari sanksi
yang tidak perlu, dan memanfaatkan hak-hak yang dijamin oleh
undang-undang.

KUP yang terus berevolusi menunjukkan komitmen pemerintah
untuk menghasilkan sistem perpajakan lebih transparan, akuntabel,
dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan
teknologi. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak terhadap KUP adalah
prasyarat utama bagi terwujudnya negara memperoleh pajak optimal,
yang bertujuan untuk membayar pengeluaran pembangunan nasional
demi kesejahteraan bersama.
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Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen fiskal
utama yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis
wajib pajak, baik individu maupun badan, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak ini bersifat subjektif karena
memperhitungkan kondisi subjek pajaknya, seperti status domisili
dan penghasilan kena pajak (Waluyo, 2017).

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan mencakup
seluruh pendapatan yang dapat menambah kekayaan, termasuk gaji,
laba usaha, bunga, dividen, dan keuntungan penjualan aset. Definisi ini
sejalan dengan teori Haig-Simons yang menyebutkan bahwa
penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis, baik yang
digunakan untuk konsumsi maupun investasi (Simons, 1938).

Dalam praktiknya, PPh memainkan tiga peran penting: sebagai
sumber penerimaan negara (fungsi fiskal), sebagai alat pengatur
kegiatan ekonomi (fungsi regulatif), dan sebagai sarana distribusi
pendapatan (fungsi distribusional) (Musgrave & Musgrave, 1989).
Untuk itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar PPh sangat
penting sebelum membahas jenis dan mekanisme PPh yang lebih rinci
dalam bab-bab selanjutnya (Tanzi, 1996).

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan
Dalam Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, pemahaman tentang
subjek pajak dan objek pajak sangat penting. Keduanya merupakan
komponen dasar untuk menentukan siapa yang dikenakan pajak dan
atas apa pajak tersebut dikenakan.
1. Subjek Pajak
Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan
atas penghasilannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, subjek
pajak meliputi orang pribadi, badan usaha, dan warisan yang belum
terbagi (UU PPh Pasal 2). Subjek pajak dibedakan menjadi dua
kategori, yakni: (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan., 2008).
a. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): mereka yang tinggal atau
berkedudukan di Indonesia serta dikenai pajak atas seluruh
penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri.
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keadilan sosial. PPh di Indonesia dirancang dengan semangat
tersebut, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan
teknis dan kepatuhan.

3. Tantangan Dalam Optimalisasi PPh
Beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan PPh antara lain:
a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak,
b. Kurangnya literasi perpajakan,
c. Adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance),
d. Masih terbatasnya jangkauan terhadap penghasilan digital atau
lintas negara.

Studi oleh Rahayu & Ratri (2010) menegaskan pentingnya
peningkatan pelayanan perpajakan, edukasi, dan penegakan hukum
untuk mendukung sistem self-assessment, yang menjadi fondasi utama
pengumpulan PPh di Indonesia. Dengan digitalisasi dan reformasi
lewat UU HPP, diharapkan sistem PPh di Indonesia akan semakin
transparan, efisien, dan akuntabel.

Penutup

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan instrumen penting dalam sistem
perpajakan Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber
utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan
keadilan ekonomi melalui sistem tarif yang progresif.

PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima oleh individu maupun badan usaha, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, dengan tetap mempertimbangkan prinsip
keadilan dan kemampuan membayar. Pemahaman terhadap siapa
yang menjadi subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta
jenis-jenis PPh dan cara pemungutannya merupakan fondasi penting
dalam menjelaskan bagaimana sistem PPh bekerja.

Pembahasan dalam bab ini menekankan prinsip-prinsip umum
tanpa membahas detail pasal-pasal tertentu, agar tidak tumpang
tindih dengan bab lain dalam buku ini. Ke depan, tantangan dalam
optimalisasi PPh antara lain terletak pada peningkatan kepatuhan
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wajib pajak, penyederhanaan administrasi, serta adaptasi terhadap
perkembangan ekonomi digital dan globalisasi.

Oleh karena itu, reformasi pajak yang berkelanjutan, termasuk
peningkatan literasi perpajakan dan penerapan teknologi, menjadi
langkah strategis dalam memperkuat peran PPh dalam pembangunan
nasional.
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Dasar Hukum PPh Pasal 21

Dasar Hukum PPh Pasal 21/26 diatur dalam Undang-Undang No
36/2008 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian diperbarui dan
disempurnakan dengan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan sampai terbitlah UU Cipta Kerja No 11/2020 sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Ciptaker)
lalu dibentuklah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No
7/2021.

Pemerintah menerbitkan turunan dari UU HPP yang membahas
mengenai klaster PPh 21 yang tertuang dalam PP No 58/2023 tentang
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berkaitan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mencabut pasal 2 ayat (3) PP 80/2010.

PMK lama seperti PMK 250/2008, PMK 2522008, PMK 102/2016
digantikan oleh PMK 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Regulasi terbaru terkait PPh Pasal 21 sudah diberlakukan per 1
Januari 2024. Hal ini dilatarbelakangi karena skema lama terkait
perhitungan & pemotongan PPh Pasal 21 terlalu membingungkan dan
memberatkan sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajiban
perpajakannya dengan benar.

Pengertian dan Klasifikasi Pegawai Dalam PPh 21
PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan. PPh 21 ini
dikenakan kepada wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOP DN) atas imbalan berupa gaji, tunjangan, bonus,
honorarium, upah, dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima
sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa yang dilakukan.
(Mardiasmo 2020). Klasifikasi Pegawai dalam PPh 21:
1. Karyawan/Pegawai
Individu/orang pribadi yang bekerja pada instansi, lembaga atau
perusahaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara tertulis
maupun lisan serta menerima imbalan berupa gaji atau upah atas
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1. Penghasilan bruto harian yang diterima oleh Pak Badrun sebesar
Rp.16.000.000/4 = Rp.4.000.000.

2. Upah harian rata-rata harian sebesar Rp.4.000.000, besaran
terutang PPh Pasal 21 yaitu 5% x 50% x Rp.4.000.000,00 =
Rp.100.000.

Pemotongan Bukan Pegawai:
Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *)

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Gambar 5.2: Skema Perhitungan Bukan Pegawai
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024).

Contoh Perhitungan atas Jasa dan Pekerjaan Bebas
Ny. Alya merupakan seorang lawyer yang sedang menyelesaikan kasus
sengketa tanah PT. Youfit. Fee yang diterima oleh Ny. Alya sesuai
kesepakatan sebesar Rp.320.000.000.
Penyelesaian:
1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas fee yang diterima oleh Ny. Alya yaitu
50% x Rp.320.000.000 = Rp.160.000.000.
2. PPh Pasal 21 terutang untuk Ny. Alya sebesar:
5% x Rp.60.000.000,00 =Rp.3.000.000
15% x Rp.100.000.000,00 =Rp.15.000.000
PPh Pasal 21 Terutang Rp.18.000.000
3. Jadi, besarnya potongan PPh Pasal 21 yang diterima oleh Ny. Alya
yaitu sebesar Rp.18.000.000.

Contoh Perhitungan Atas Imbalan Jasa

Ny. Wendy melakukan pekerjaan atas jasa perbaikan AC kepada PT.

Aux pada bulan April 2025. Atas pekerjaan yang dilakukan, Tn. Wendy

mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp.8.500.000. Hitunglah PPh Pasal

21 yang dikenakan kepada Ny. Wendy?.

Penyelesaian:.

1. Perhitungan di ilustrasi 5 termasuk ke dalam kategori bukan
pegawai dengan perhitungan 50% x Rp.8.500.000= Rp.4.250.000.

2. Potongan PPh Pasal 21 kepada Tn. Wendy yaitu: 5% x Rp.3.500.000
=Rp.212.500.
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Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pajak yang dikenai atas
angsuran bulanan wajib pajak yang seharusnya dibayar sendiri pada
periode/tahun berjalan (Mardiasmo, 2019; Waluyo, 2018).
Pembayaran pajak ini bisa dilakukan dengan (Erari et al,, 2022): (a)
wajib pajak melakukan pembayaran sendiri, (b) pemotongan dan/
pemungutan dari pihak ke-3 (yaitu: PPh pasal 21, 22, 23 & 24).

Yang berhak/wajib membayar PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak
(WP) Badan maupun Orang Pribadi (OP) yang mempunyai kewajiban
PPh dan bukan kategori final atau tidak dikenakan PPh pasal 25 (Misal
UMKM dengan PPh Final sebesar 0.5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018
tidak wajib PPh pasal 25).

Dasar Hukum dan Tujuan PPh Pasal 25

PPh pasal 25 diatur pada Pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 terkait Pajak
Penghasilan yang direvisi dengan UU No.36 tahun 2008 serta
peraturan DJP terkait dengan teknis perhitungan serta pelaporan
(Kementerian Keuangan, 2008).

Selain itu ada PMK No.215/PMK.03 /2016 terkait tata cara untuk
pembayaran serta penyetoran yang diperbaharui menjadi PermenKeu
No.81 tahun 2025 tentang pelaksanaan sistem administrasi inti
administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2024). Tujuan
PPh pasal 25 untuk memberikan keringanan/kemudahan
pembayaran atas pajak di akhir tahun dan untuk menjamin
penerimaan negara stabil setiap bulan serta untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Universitas Diponegoro, 2024).

Cara Menghitung dan Ketentuan Khusus PPh Pasal 25

1. Cara Menghitung PPh Pasal 25
PPh pasal 25 ini tidak dapat diwakilkan pembayarannya dan
wajib membayar sendiri pada tiap bulan senilai pajak terutang
sesuai dengan SPT Tahunan PPh pada tahun pajak kemudian
dikurangi dengan (Widaryanti etal.,2023): a) PPh dipotong pada
PPh pasal 21, 23 UU PPh dan PPh dari pemungutan pada pasal 22
UU PPh, b) PPh terutang di negara luar bisa dikreditkan sesuai
dengan pasal 24 UU PPh. Dari hasil poin 1 dan 2 lalu dibagi dengan
12/ banyaknya bulan pada tahun pajak (Erari et al., 2022). Untuk

Rida Ristiyana




Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

. Kode jenis pajak isi kode jenis pajak menyesuaikan yang akan
disetor yaitu: pasal 25/29 badan yaitu 411126.

. Kode jenis setoran isi kode jenis setoran sesuaikan yang akan
disetor yaitu 100.

. Masa pajak serta tahun pajak isi masa pajak yang nantinya
dibayar termasuk tahun pajak.

. Jumlah setor isi total pajak yang disetor (Rp penuh), kolom
terbilang isi dengan Bahasa Indonesia dan huruf latin.

. Uraian isi dengan kode jenis setoran pajak. Contoh: PPh pasal
25.
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Pengenaan Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri

Pengenaan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) merupakan
bagian dari kedaulatan fiskal suatu negara untuk memungut pajak
atas penghasilan yang bersumber dari wilayah yurisdiksinya. Pada
sistem pajak global, Indonesia menganut prinsip source-based
taxation, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber dari dalam negeri, meskipun yang menerima
penghasilan tersebut adalah pihak luar negeri.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008) khususnya Pasal 26, yang
mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh WPLN bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
Pengenaan pajak ini menjadi penting sebagai bentuk kontribusi atas
pemanfaatan sumber daya ekonomi domestik oleh pihak asing
(Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Menurut Gunadi (2013), pengenaan pajak atas penghasilan yang
diterima WPLN merupakan langkah strategis untuk mencegah
terjadinya tax base erosion akibat meningkatnya aktivitas ekonomi
lintas negara. Tanpa ketentuan pemotongan PPh atas penghasilan
yang dikirim ke luar negeri, negara sumber seperti Indonesia
berpotensi kehilangan hak pemajakan yang sah. Oleh karena itu,
ketentuan dalam Pasal 26 digunakan sebagai instrumen penting untuk
menjaga keadilan fiskal dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh pihak asing di dalam negeri tetap memberikan
kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, pengenaan PPh pasal 26 juga erat kaitannya dengan
dinamika investasi asing dan kerjasama perpajakan internasional.
Dalam praktiknya, penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan
jasa teknis dikenakan pemotongan pajak oleh pihak Indonesia
sebelum dikirim ke luar negeri.

Agar tidak terjadi pajak berganda, Indonesia telah menjalin tax
treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan
banyak negara. Menurut Vann (2007) tax treaty merupakan
instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal antara
negara sumber dan negara domisili serta memberikan kepastian

hukum bagi pelaku usaha lintas batas negara.
Nurafni Oktaviyah
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Jurnal Akuntansi di PT. ABC Indonesia
Pada saat pembayaran:

Beban Royalti (Rp) 1.500.000.000.
Utang PPh 26 (Rp) 150.000.000.
Kas/Bank (Rp) 1.350.000.000.

(Kurs saat itu: 1 USD = Rp.15.000)

Pada transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri, kewajiban
administratif atas pemotongan PPh Pasal 26 menjadi tanggung jawab
penuh pihak pemotong, yaitu perusahaan atau subjek pajak dalam
negeri yang melakukan pembayaran penghasilan kepada WPLN.
Kewajiban ini meliputi tiga tahap utama, yakni pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan pajak.

Pertama, pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran
atau saat penghasilan tersebut terutang, mana yang lebih dahulu
terjadi. Dalam contoh kasus pembayaran royalti sebesar USD.100.000
kepada XYZ Ltd. dari Singapura, PT. ABC Indonesia wajib memotong
PPh Pasal 26 sebesar 10% (jika memenubhi syarat P3B) atau 20% (jika
tidak memenuhi syarat).

Setelah melakukan pemotongan, PT ABC wajib menyetorkan PPh
Pasal 26 tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau pos
persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi. Dengan asumsi transaksi terjadi pada tanggal 1
Agustus 2025, maka batas waktu penyetoran adalah 10 September
2025. Kemudian, PT. ABC juga berkewajiban untuk melaporkan
transaksi tersebut melalui SPT masa PPh pasal 26 yang disampaikan
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya, yaitu 20 September 2025.

Selain penyetoran dan pelaporan, terdapat kewajiban
administratif tambahan jika transaksi melibatkan penerapan tarif
preferensial berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(P3B). Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus
menyerahkan Formulir DGT-1 yang telah diisi lengkap dan
ditandatangani oleh otoritas pajak negara domisili.

Formulir tersebut wajib diterima dan disimpan oleh pihak
pemotong pajak (PT. ABC) sebagai dokumen pendukung yang sah
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untuk pembuktian penerapan tarif P3B. Ketidakpatuhan terhadap
salah satu kewajiban administratif ini dapat berakibat pada sanksi
administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU KUP).
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Definisi dan Karakteristik Pajak Penghasilan (PPh) Final
Pajak Penghasilan (PPh) final adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan dan
dikenakan tarif dasar tertentu, berbeda dengan sistem pajak umum
Dimana penghasilan pajak terakhir ini tidak dihitung dalam
perhitungan penghasilan pajak (PPh) tahunan yang terutang.

Pajak penghasilan (PPh) Final tidak dapat dikurangi dengan PPh
Terutang. Pph final juga diterapkan pada wajib pajak yang mempunyai
usaha mikro kecil dan menengah yang peredaran brutonya tidak
melebihi Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55
tahun 2022. Karakteristik Pajak Penghasilan Final sebagai berikut:

1. Pemotongan Atau Penyetoran Langsung
PPh Final umumnya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan
pada saat pembayaran atau disetor sendiri oleh wajib pajak pada
saat menerima atau memperoleh penghasilan

2. Beban Pajak Final
Pembayaran PPh Final berarti kewajiban pajak atas penghasilan
tersebut telah selesai. Penghasilan ini tidak diperhitungkan lagi
pada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak
penghasilan. Penghasilan dicantumkan dengan tujuan pelaporan
saja.

3. Kemudahan Administrasi
Pajak penghasilan final dirancang untuk menyederhanakan
administrasi perpajakan bagi wajib pajak tertentu seperti Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau atas jenis penghasilan
tertentu untuk mempermudah perhitungan pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan Final Dengan Pajak
Penghasilan Tidak Final

Untuk memahami lebih dalam tentang pajak penghasilan final, maka
diperlukan pengetahuan tentang perbedaan antara pajak penghasilan
final dengan pajak penghasilan tidak final. Berikut beberapa
perbedaan pada tabel:
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Jika laba Dbersih setelah dikurangi pajak senilai
Rp.13.650.000.000,00 diinvestasikan ulang dalam wilayah
Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan,
maka laba tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak.

2. PPh Final Dari Selain Bentuk Usaha Tetap

Pemotongan wajib pajak dilakukan oleh instansi pemerintah,

subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha

tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya yang melakukan

pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha

tetap di Indonesia. Tarif pemotongan yang berlaku adalah sebesar

20% dari jumlah bruto pembayaran. Penghasilan yang Wajib

Dipotong PPh Final Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 terdiri dari:

a. Pendapatan berdasarkan modal termasuk dividen, bunga
beserta premi, potongan harga, dan jaminan pelunasan
pinjaman, royalti, uang sewa, serta pendapatan lain dari
penggunaan properti.

b. Bayaran untuk jasa, aktivitas pekerjaan, atau kegiatan spesifik.

c. Hadiah dan penghargaan tanpa memandang bentuk dan
penamaannya.

d. Tunjangan pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

e. Premi pertukaran mata uang dan transaksi proteksi nilai.

f. Keuntungan dari kewajiban hutang.

Contoh Perhitungan:

Suatu badan usaha dalam negeri yang membayarkan royalti
sebesar Rp.50.000.000 kepada wajib pajak luar negeri wajib
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar
20% dari jumlah bruto royalti tersebut. Dengan demikian, besaran
pajak yang harus dipotong adalah 20% x Rp.50.000.000 =
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
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Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
Undang-undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan bahwa “pajak
pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di
daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur
produksi dan distribusi”.

Yang dimaksudkan dengan daerah pabean adalah wilayah
republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang
udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-
undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung,
dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan
penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak
menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Sedangkan menurut
Waluyo (2009) pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di
dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang
maupun konsumsi jasa.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah undang-undang
nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi undang-undang
nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan undang-
undang nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan
terakhir diatur pada undang-undang nomor 42 tahun 2009.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas
penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan
oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang
hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Pajak
pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang
atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai

berikut:

1. Pengenaan pajak pertambahan nilai dilaksanakan berdasarkan
sistem faktur.

Tuti Meutia
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5. 40% (Empat Puluh Persen)
yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah
berupa balon udara, pesawat tanpa penggerak, peluru senjata api
pribadi.

6. 50% (Lima Puluh Persen)
yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah
berupa helicopter, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk
kepentingan pribadi.

7. 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah
berupa yacht, kapal feri, dan kapal pesiar.
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Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara dan daerah
yang memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan negara.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang
bersifat langsung dan memiliki karakteristik kebendaan. PBB
dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan,
dan fokusnya lebih pada nilai ekonomi tanah atau bangunan daripada
kondisi subjek yang terkena pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, otoritas pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), khususnya sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2),
diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia seiring dengan
desentralisasi fiskal. Perubahan ini memiliki dampak besar pada
sistem administrasi, pengelolaan, dan pelaporan pajak bumi dan
bangunan, baik di sisi otoritas pajak maupun entitas wajib pajak,
termasuk badan usaha dan lembaga pemerintahan.

Dalam penjelasan PSAK 46 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019),
ditegaskan bahwa pajak final bersifat final secara fiskal dan tidak
berkaitan dengan laba kena pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dianggap
sebagai beban yang harus diakui, diukur, dicatat, dan dilaporkan
secara akurat dalam laporan keuangan menurut praktik akuntansi.
Sangat penting bagi akuntan, auditor, dan praktisi perpajakan untuk
memahami pengakuan pajak bumi dan bangunan sebagai beban
usaha, dampaknya terhadap pengukuran aset tetap, dan hubungannya
dengan pelaporan fiskal. Selain itu, ketentuan fiskal pajak bumi dan
bangunan tidak dapat dikreditkan dan final, sehingga berbeda dengan
ketentuan perpajakan penghasilan.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan
a. Objek PBB: Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
b. Subjek PBB: Orang pribadi atau badan yang secara nyata
memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak.
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PBB tersebut langsung dibayar penuh pada tanggal yang sama
dan akan diamortisasi secara bulanan. Perusahaan menyusun
laporan keuangan per 31 Januari 2025.

a. Jurnal Akuntansi

Saat pembayaran Pajak Bumi Bangunan di awal tahun:

10 Januari 2025.
Beban Dibayar di Muka - PBB............... Rp.6.000.000.
KasS oo Rp.6.000.000.
Amortisasi bulan Januari (1/12 dari total)
31 Januari 2025
Beban PBB.......cooo i Rp.500.000.
Beban Dibayar di Muka - PBB................. Rp.500.000.
b. Laporan Laba Rugi
PT Sinar Terang
Laporan Laba Rugi Per 31 Januari 2025
Penjualan Bersih Rp.400.000.000
Harga Pokok Penjualan (Rp.250.000.000)
Laba Kotor Rp.150.000.000
Beban Gaji Rp.50.000.000
Beban Listrik & Air Rp.10.000.000
Beban Pajak Bumi | Rp.500.000
Bangunan
Beban penyusutan (Rp.80.500.000)
Laba Usaha Rp.69.500.000

c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT Sinar Terang

Laporan Posisi Keuangan per 31 Januari 2025

| Aset

Liabilitas & Ekuitas

Kas Rp  94.000.000

Piutang Usaha Rp  80.000.000

Utang Usaha

Maedal disetor

100.000.000

Rp  1.500.000.000

Persediaan Rp 120.000.000 Laba ditahan 470.000.000
Beban dibayar
dimuka-PBB Rp  5.500.000 Laba berjalan 69.500.000
Total Aset Lancar Rp 299,500,000
Tanah &
Bangunan Rp2.000.000.000
Akumulasi
penyusutan Rp 160.000.000
Total Aset
Tetap Rp 1.840.000.000
Total Liabilitas
Total aset

Rp 2,139.500.000 |& Ekuitas

Rp 2.139.500.000
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d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1) Catatan 5: kebijakan pajak bumi dan bangunan
perusahaan mengakui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebagai beban operasional tahunan berdasarkan SPPT yang
diterima dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. PBB
dibayar di awal tahun dan dicatat sebagai beban dibayar di
muka, kemudian diamortisasi selama 12 bulan secara
merata.

2) Catatan 13: beban pajak bumi dan bangunan
selama bulan Januari 2025, perusahaan membayar PBB
untuk tahun 2025 sebesar Rp.6.000.000 dan telah
dibebankan sebesar Rp.500.000 pada laporan laba rugi bulan
berjalan.

Ike Meilani Fajarsari



Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Daftar Pustaka

Ghozali, 1. (2017). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Standar Akuntansi Keuangan per 1
Januari 2019. Jakarta: 1AL

Kieso, D. E., Weygandt, ]. ], & Warfield, T. D. (2020). Intermediate
Accounting (IFRS Edition). Chicago: Wiley.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Ike Meilani Fajarsari

145



Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PROFIL PENULIS

Ike Meilani Fajarsari, S.E., M.Si.

Ketertarikan  penulis terhadap ilmu
akuntansi dimulai pada tahun 2008 silam.
Hal tersebut membuat penulis memilih
untuk masuk ke Fakultas Ekonomi & Bisnis
program studi S1 Akuntansi Universitas
Jember tahun 2008. Penulis kemudian
melanjutkan pendidikan Magister Pasca
Sarjana Fakultas Ekonomika Program Studi
S2 Akuntansi di Universitas Diponegoro dan
lulus tahun 2017. Saat ini, penulis berkarir
sebagai dosen tetap vokasi di Politeknik Masamy Internasional mulai
tahun 2018. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional,
penulis pun aktif sebagai peneliti bidang kepakaran akuntansi. Penulis
aktif dalam keterlibatan penelitian dan menulis buku, buku Akuntansi
Perpajakan merupakan buku keempat yang dihasilkan oleh penulis.
Buku ini menjadi kontribusi aktif penulis yang didedikasikan untuk
program studi D3 Akuntansi Politeknik Masamy Internasional.
Harapannya buku ini dapat menambah ilmu serta wawasan kepada
masyarakat khususnya mahasiswa program studi Akuntansi

mengenai praktik akuntansi perpajakan. Hingga saat ini, penulis juga
terlibat dalam tim editorial jurnal SINTA 5 di Journal of Accounting and
Digital Finance.

Email Penulis: ike.meilani@polmain.ac.id.

Ike Meilani Fajarsari



1};'

BAB 11
BEA METERAI

Yayan Ananto, S.Ak., M.E.
Politeknik Masamy Internasional Banyuwangi




Bea Meterai

Pengertian Bea Meterai

Dalam sistem perpajakan nasional, bea meterai memegang peranan
penting sebagai instrumen fiskal yang mendukung administrasi
hukum di Indonesia. Bea Meterai dikenakan atas dokumen-dokumen
tertentu yang memiliki kekuatan hukum, baik dalam hubungan
perdata untuk sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen kertas yang dikenakan bea meterai berdasarkan
Undang-Undang Bea Meterai dikenakan bea meterai, yang merupakan
pajak. Surat-surat dengan jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen
sipil, seperti kontrak jasa kebersihan dan perjanjian rencana
pembangunan untuk lokasi konstruksi yang menggunakan jasa
penyedia, termasuk di antara dokumen-dokumen yang dikenakan bea
meterai. Pajak atas dokumen disebut bea meterai. Bagi seorang/pihak
Yang punya berkepentingan, dokumen adalah selembar kertas berisi
informasi tertulis yang mengungkapkan makna dan maksud mengenai
peristiwa, fakta, atau keadaan. Pemerintah Republik Indonesia
menerbitkan meterai, serta kertas meterai. Negara memungut dan
menggunakan sejumlah pungutan, termasuk bea meterai. Pada
kenyataannya, bea meterai adalah biaya legalisasi atau pungutan yang
dikenakan oleh negara atas surat-surat penting dan berharga.

Cara lain untuk menggambarkan Dokumen yang bernilai
dikenakan pajak yang dikenal sebagai bea meterai. Dari sudut
pandang yuridis, kehadiran bea meterai bukanlah faktor yang
menentukan sah atau tidak sahnya sebuah kontrak. bea meterai lebih
menitikberatkan pada aspek administrasi, di mana dokumen yang
sudah dilunasi bea meterainya mendapatkan kekuatan pembuktian
yang lebih kuat di hadapan pengadilan serta menghindari sanksi
administratif.

Sebagai bagian dari sistem perpajakan, nasional bea meterai
tergolong pajak atas dokumen yang memiliki fungsi fiskal, yaitu
sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Bea ini dikenakan pada
dokumen-dokumen yang mengandung nilai perjanjian hukum,
transfer hak, atau keterangan peristiwa hukum yang bernilai ekonomi.

Dasar Hukum Bea Meterai
Saat ini, Indonesia mendasarkan pengenaan Bea Meterainya pada
dasar hukum berikut:
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d. Memasukkan catatan atau informasi ke dalam dokumen yang
belum atau kurang dibayar bea meterainya berdasarkan tarif
yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Kedaluwarsa
Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 13 tahun 1985
tentang bea meterai, batas waktu pembayaran denda administrasi
dan bea meterai harus lewat setelah lima tahun, sejak tanggal
pembuatan dokumen. Semua dokumen, termasuk tanda terima,
memiliki masa berlaku lima tahun, terhitung sejak tanggal
pembuatan.

6. Ketentuan Pidana
a. Pidana atas perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan yang
dipidana itu ialah:

1) Setiap orang yang memalsukan atau meniru tanda tangan
yang diperlukan untuk mengesahkan meterai, atau yang
memalsukan meterai dan kertas meterai berperekat.

2) Setiap orang yang mengimpor atau menimbun meterai yang
diproduksi secara melawan hukum, dipalsukan, atau
dipalsukan untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, menjual,
menawarkan, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, atau
mengimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia meterai, cap, tanda tangan, tanda hukum, atau cap
waktu yang telah dihapus seolah-olah belum pernah
digunakan, atau yang memberi perintah kepada orang lain
untuk melakukannya.

4) Setiap orang yang menyimpan perlengkapan atau alat yang
diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak
pidana pemalsuan meterai.
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b. Kegiatan Terlarang Dalam Pembayaran Bea Meterai

Sesuai dengan Pasal 14, membayar bea meterai tanpa izin
Menteri Keuangan dengan sengaja akan menguntungkan
pemilik atau penggunanya, dan disisi lain, merugikan negara.
kelakuan yang merugikan negara ini adalah tindakan pidana,
dan hukumannya harus sesuai dengan kejahatannya. Khusus
untuk siapa yang dengan sengaja ingin merencanakan tindak
kejahatan pidana, hukuman maksimalnya adalah tujuh tahun
penjara.
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Rekonsiliasi Pajak

Pendahuluan

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam praktik akuntansi
perpajakan yang dilakukan untuk menyelaraskan laba komersial
menurut laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan, sehingga
menghasilkan penghasilan kena pajak yang sah secara hukum. Proses
ini menjadi krusial karena adanya dualisme dalam pelaporan, yaitu
antara akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan
peraturan perpajakan  berdasarkan Undang-Undang Pajak
Penghasilan (UU PPh).

Perbedaan tujuan antara akuntansi komersial dan fiskal telah
dijelaskan oleh (Hery, 2021), di mana akuntansi komersial ditujukan
bagi pihak eksternal seperti investor, sementara akuntansi fiskal
berfokus pada perhitungan kewajiban pajak. Karena itu, tidak semua
pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan komersial dapat
diterima secara fiskal, sehingga diperlukan koreksi permanen dan
temporer (Waluyo, 2019).

Seiring diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perkembangan
PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, rekonsiliasi fiskal kini memiliki
dasar hukum yang semakin kuat. Di sisi lain, proses pelaporan telah
mengalami digitalisasi melalui e-Filing dan e-SPT, yang mewajibkan
dokumentasi koreksi fiskal secara akurat dan sistematis (Direktorat
Jenderal Pajak, 2023)

Selain aspek kepatuhan administratif, rekonsiliasi fiskal juga
berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian. Ketidakakuratan dalam
proses ini dapat menimbulkan pemeriksaan dan sanksi pajak.
Menurut (Darussalam & Septriadi, 2016), rekonsiliasi fiskal adalah
strategi kepatuhan fiskal yang efektif untuk meminimalkan risiko
pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal tidak
hanya penting bagi praktisi dan pelaku usaha, tetapi juga bagi
mahasiswa akuntansi, sebagai fondasi dalam memahami perbedaan
logika, tujuan, dan dasar hukum antara laporan keuangan dan sistem
perpajakan di Indonesia

Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam akuntansi
perpajakan yang dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara
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bahwa kesalahan atau kelalaian dalam menyusun rekonsiliasi
dapat mengakibatkan tambahan beban pajak, denda, dan bunga.
Bahkan, jika wajib pajak menyampaikan SPT dengan sengaja tidak
benar atau tidak lengkap, maka dapat dikenakan sanksi pidana
berdasarkan Pasal 39 UU KUP.

Selain risiko pajak, kesalahan rekonsiliasi juga berdampak
pada ketidakwajaran laporan keuangan, khususnya apabila tidak
terdapat keselarasan antara pajak kini dan pajak tangguhan
sebagaimana diatur dalam PSAK 46. Hal ini tidak hanya
mempengaruhi akurasi pelaporan, tetapi juga dapat merusak
kredibilitas perusahaan di mata auditor dan pihak eksternal
lainnya. Secara keseluruhan, rekonsiliasi fiskal bukan hanya
persoalan teknis, melainkan bagian penting dari pengelolaan pajak
yang memerlukan ketelitian, pemahaman regulasi, dan dukungan
sistem yang memadai.
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Strategi Per Pajak (Tax Planning)

Definisi dan Tujuan Perencanaan Pajak

1. Definisi Perencanaan Pajak
Pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur penerimaan
negara, menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan
dibandingkan sumber lainnya (Herawati & Ekawati, 2016) yang
digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan
(Fitria et al, 2021).

Sedangkan bagi wajib pajak, khususnya pelaku usaha, pajak
merupakan beban biaya. Disinilah perencanaan pajak memainkan
peranan penting. Perencanaan pajak yang efektif akan mengurangi
beban pajak perusahaan, menghemat biaya dan meningkatkan
keuntungan ekonomi secara signifikan. Perencanaan pajak adalah
tindakan yang dirancang secara sistematis yang
mempertimbangkan potensi dampak pajak, dengan tujuan
mengelola transaksi kena pajak agar pembayaran pajak kepada
negara menjadi lebih efisien (Safitri & Oktaviani, 2024).

Bagi perusahaan, perencanaan pajak merupakan salah satu
kegiatan manajemen keuangan yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan
yang berlaku (Gao et al, 2011). Perencanaan pajak dilakukan
untuk mengurangi pembayaran pajak, sehingga penghasilan yang
diperoleh setelah pajak menjadi lebih tinggi. Perencanaan pajak
merupakan strategi efisiensi yang Kkrusial, yang membantu
perusahaan mengelola kewajiban pajaknya secara efektif,
mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.

2. Perbedaan Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion
Perencanaan pajak (tax planning) adalah praktik legal dalam
memanfaatkan sistem perpajakan untuk meminimalkan kewajiban
pajak. Tax planning merupakan elemen penting dalam manajemen
pajak yang berfokus pada perhitungan estimasi pajak terutang dan
identifikasi strategi legal untuk meminimalkan beban pajak
(Syanthi et al, 2017).

Hal ini dapat dianggap etis selama dilakukan dalam batas-
batas peraturan yang sah. Namun, perencanaan pajak dapat
dipandang tidak etis apabila melibatkan pemanfaatan celah hukum

Risa Lailatul Majidah 177



Strategi Per Pajak (Tax Planning)

dihasilkan di setiap tahap proses tahap proses produksi atau
distribusi sehingga mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda.
Dengan strategi ini, PPN masukan dapat dikreditkan secara
sah terhadap PPN keluaran, sehingga menghindari kelebihan
pembayaran pajak. Selain itu, manajemen ini juga mencakup
kepatuhan terhadap ketentuan faktur pajak, waktu pelaporan serta
pemanfaatan insentif atau pengecualian PPN jika tersedia.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pemilihan Lokasi Usaha
yang Efisien
Strategi perencanaan pajak untuk pajak daerah dan retribusi
daerah dengan memilih lokasi usaha yang tepat bertujuan untuk
mengurangi kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh
wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan menempatkan usaha di
wilayah yang menempatkan tarif pajak daerah dan retribusi lebih
ringan, menyediakan insentif fiskal atau memiliki peraturan yang
lebih mendukung kegiatan usaha.

Teknik dan Pendekatan Dalam Tax Planning

Dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif,
pemahaman atas berbagai teknik dan pendekatan menjadi hal yang
sangat penting. Teknik-teknik ini membantu wajib pajak merangkai
struktur usaha dan transaksi agar sesuai dengan Kketentuan
perpajakan sekaligus tetap efisien secara finansial.

Teknik dalam Tax
Planninng

P Waktu ili Bentuk Pengelompokan
(Timing Income and Usaha (Entity Transaksi (Income
Expense) Selection) Splitting)

Penggunaan
Pembiayaan yang
Efisien

Reklasifikasi
Penghasilan/Biaya

Pemanfaatan Insentif]
Pajak

Gambar 13.1: Teknik Dalam Tax Planning
Sumber: Diolah Penulis.
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Dalam upaya mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan
efisien, wajib pajak perlu menerapkan strategi perencanaan pajak
yang tepat. Salah satu caranya yakni dengan memilih pendekatan yang
sesuai dalam tax planning. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya
berfungsi untuk meminimalkan beban pajak secara legal namun juga
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pajak antara lain
pendekatan legalistik (legal approach), pendekatan kepatuhan
(compliance approach), pendekatan ekonomis (economic approach),
pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan
preventif (preventive approach).

Etika dan Risiko Perencanaan Pajak
Dalam praktik perpajakan, perencanaan pajak sering kali berada di
area abu-abu yang menimbulkan tantangan etis dan risiko hukum bagi
wajib pajak. Untuk memahami kompleksitas ini, diperlukan
pemahaman juga guna meninjau secara mendalam batas antara tax
planning dan tax avoidance, karena perbedaan keduanya tidak hanya
bersifat teknis tetapi juga menyangkut aspek moral dan kepatuhan.
Selain itu, perlu dicermati risiko pemeriksaan serta sanksi pajak
yang mungkin timbul akibat strategi perencanaan pajak yang
dianggap menyimpang. Pemerintah pun merespon dengan
menerapkan ketentuan anti penghindaran pajak atau General Anti-
Avoidance Rules (GAAR) yang bertujuan membatasi praktik-praktik
perencanaan pajak agresif. Ketiga topik ini saling terkait dan menjadi
dasar penting dalam memahami bagaimana etika dan risiko perlu
dipertimbangkan secara seimbang dalam penyusunan strategi
perpajakan.
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Keberatan dan Banding Pajak

Pengertian dan Objek Keberatan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP), wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan

keberatan apabila merasa bahwa pemotongan maupun pemungutan

pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun surat ketetapan pajak
yang dikeluarkan oleh otoritas pajak tidak sesuai.

Keberatan merupakan bentuk upaya administratif awal dalam
rangka penyelesaian sengketa pajak sebelum dilanjutkan ke jalur
banding di pengadilan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan
keberatan apabila merasa bahwa jumlah pajak yang ditetapkan
melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus, ataukah pajak yang
dipotong maupun dipungut oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya.

Melalui prosedur keberatan ini, wajib pajak memiliki kesempatan
untuk mengajukan permintaan peninjauan secara resmi kepada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak memiliki hak untuk
mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila
tidak sependapat dengan:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh otoritas pajak.
Surat ketetapan pajak mencakup beberapa jenis, yaitu:

a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB),

b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT),
c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB),

d. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN).

2. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak
lain, seperti pemotongan PPh oleh pemotongan atau pemungut
PPN oleh pemungut, jika wajib pajak menilai bahwa besarnya
jumlah pajak yang dikenakan tidak tepat.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan
surat keberatan. Surat keberatan disampaikan ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) yang menjadi tempat terdaftarnya wajib pajak maupun
tempat dikukuhkannya Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Penyampaian surat keberatan dapat dilakukan secara langsung,
melalui jasa pengiriman pos disertai bukti pengiriman, atau
menggunakan metode lain yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Achdian Anggreny Bangsawan




Keberatan dan Banding Pajak

Jika permohonan banding wajib pajak ditolak seluruhnya atau
hanya Sebagian yang dikabulkan Pengadilan Pajak, maka wajib
pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60%
(enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan
banding dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar
sebelum banding diajukan.

Contoh Perhitungan Sanksi Denda Keberatan dan Banding

1. Tahap Keberatan
DJP menerbitkan SKPKB sebesar Rp.1.000.000.000 terhadap PT.
Alfredo. Wajib pajak PT. Alfredo tidak setuju dan mengajukan
keberatan, wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang masih
harus dibayar hanya sebesar Rp.800.000.000. Sebelum
mengajukan  keberatan, wajib pajak telah membayar
Rp.500.000.000 dari SKPKB tersebut. DJP mengabulkan Sebagian,
dan pajak dikoreksi menjadi Rp.700.000.000.

Tabel 14.1: Perhitungan Denda Keberatan (Pasal 25 Ayat 9

UU KUP)

Denda: 30% (Pajak Keputusan Keberatan-Pajak yang

Sudah Dibayar Sebelum Mengajukan Keberatan)
Denda: 30% x (Rp.700.000.000-Rp.500.000.000)
Denda: 30% x Rp.200.000.000 = Rp.60.000.000
Total kewajiban wajib pajak setelah Keputusan Keberatan:
Sisa pokok pajak Rp.200.000.000
Denda keberatan Rp.60.000.000.
30%
Total Rp.260.000.000

Sumber: Diolah Penulis.

2. Tahap Banding
Wajib pajak yakni PT. Alfredo merasa tidak puas dan mengajukan
banding ke Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan menolak
permohonan banding dari PT. Alfredo, maka dalam hal ini PT.
Alfredo akan dikenai denda sebesar 60%.
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Tabel 14.2: Perhitungan Denda Banding (Pasal 27 Ayat 5d UU

KUP)
Denda: 60% x (Pajak Putusan Banding-semua pembayaran
sebelum banding)
Denda: 60% x (Rp.700.000.000-Rp.200.000.000)
Denda: 60% x Rp.200.000.000 = Rp.120.000.000
Total kewajiban wajib pajak setelah banding:
Sisa pokok pajak Rp.200.000.000
Denda keberatan Rp.60.000.000.
30%
Denda banding Rp.120.000.000
60%
Total Rp.380.000.000

Sumber: Diolah Penulis.
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bab ini akan membahas secara komprehensif konsep dan dasar
hukum pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis serta prinsip
penggunaannya, dinamika pelaksanaannya di berbagai daerah, serta
implikasinya terhadap peningkatan PAD dan pelayanan publik.
Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek teoritis dan
praktis dari pajak dan retribusi daerah, diharapkan pembaca dapat
melihat keterkaitan antara kinerja fiskal daerah dan upaya
pembangunan berkelanjutan yang berbasis kemandirian lokal.

Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk kewenangan
fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam kerangka desentralisasi. Kewenangan ini dilandaskan
pada prinsip otonomi daerah yang bertujuan mempercepat
pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta
memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Landasan utama dari pengaturan ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. UU HKPD memperjelas
pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah serta
memperkuat prinsip keadilan fiskal, penguatan pajak daerah, dan
simplifikasi retribusi. Di dalamnya, diatur bahwa pemerintah daerah
diberikan hak untuk memungut pajak dan retribusi sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan prinsip tidak tumpang tindih,
efisien, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (Kementerian
Keuangan, 2022).

Sebelum UU HKPD, sistem perpajakan daerah merujuk pada UU
No. 28 Tahun 2009, yang masih memberikan ruang bagi banyak jenis
pajak dan retribusi yang dianggap berpotensi menimbulkan beban
berlebihan pada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, UU
HKPD hadir dengan semangat harmonisasi dan optimalisasi pungutan
daerah, termasuk menyederhanakan jenis retribusi dari semula 32
jenis menjadi hanya 18 jenis retribusi, serta memberikan insentif
pengelolaan berbasis kinerja fiskal daerah (Ritonga, 2023).
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c. Pelaporan PAD yang transparan melalui dashboard publik.
Dengan pendekatan ini, pada tahun 2023, PHR Badung
menyumbang lebih dari 80% PAD daerah dengan tingkat
kebocoran pajak yang rendah (<10%) (Putra & Mahadewi,
2023).

Praktik-praktik di atas menunjukkan bahwa keberhasilan
pemungutan pajak dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh
keberanian dalam melakukan reformasi sistem, membangun
kepercayaan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi secara
optimal. Inovasi bukan hanya soal aplikasi digital, tetapi juga soal
transparansi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang responsif.

Penutup

Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses (process costing system)
merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam akuntansi
biaya yang dirancang untuk mencerminkan alokasi biaya produksi
pada lini yang menghasilkan produk secara massal, homogen, dan
berkelanjutan.

Melalui metode ini, perusahaan dapat secara sistematis
mengidentifikasi, mengakumulasi, dan menghitung biaya produksi
setiap unit secara efisien dan konsisten. Pajak daerah dan retribusi
daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan
kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara berkelanjutan. Sebagai komponen utama dalam struktur
Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengelolaan kedua jenis
pungutan ini menjadi cerminan dari kapasitas tata kelola keuangan
daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Melalui pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah sangat
dipengaruhi oleh sejumlah faktor krusial: landasan hukum yang kuat,
mekanisme administrasi yang efisien, kapasitas SDM yang kompeten,
dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Tantangan
seperti lemahnya basis data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta
resistensi masyarakat menunjukkan bahwa reformasi fiskal daerah
masih membutuhkan pendekatan yang sistematis dan inovatif.
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Berbagai praktik baik dari daerah seperti Makassar, Surabaya,
dan Badung memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak
dan retribusi tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi,
tetapi juga pada kemauan politik, inovasi digital, dan kemampuan
membangun kepercayaan publik. Ke depan, penguatan pajak dan
retribusi daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan
berkelanjutan, good governance, dan semangat kolaboratif antar
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah
untuk terus berinovasi, melakukan evaluasi reguler, serta memastikan
bahwa sistem fiskal lokal mampu beradaptasi dengan dinamika sosial,
ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Dengan memahami secara menyeluruh konsep, regulasi,
tantangan, strategi, dan praktik baik pengelolaan pajak dan retribusi
daerah, diharapkan pembaca baik dari kalangan akademisi, praktisi,
maupun pembuat kebijakan dapat berkontribusi dalam membangun
sistem keuangan daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya
saing.
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Konsep Dasar dan Tujuan Audit Pajak

Secara umum, audit pajak adalah rangkaian proses terstruktur dengan
berdasar bukti-bukti yang berguna untuk mengukur sejauh mana
kepatuhan pajak sebuah organisasi. Hal ini diperkuat dengan UU No.
28/2007 tentang KUP yang menjelaskan pemeriksaan pajak atau tax
audit adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tax audit dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan sekadar
bentuk pengawasan, akan tetapi sebagai Upaya penegakan hukum
perpajakan.

Tujuan utamanya meliputi:

1. Mengukur Kepatuhan Wajib Pajak
Audit bertujuan dalam hal menilai apakah wajib pajak telah
menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dengan melihat pelaporan SPT
organisasi dan juga kebenaran isi laporannya.

2. Mengkalkulasi Kebenaran Jumlah Pajak Terutang
Melalui pemeriksaan, fiskus dapat menghitung kembali apakah
pajak yang terlapor dan terbayar oleh wajib pajak sudah sesuai.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP).

3. Menelusuri Informasi yang Diterima
Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapat data dari pihak ketiga
yang ditemukan ketidaksesuaian, maka pemeriksaan dapat
dilakukan untuk menelusuri data tersebut lebih lanjut.

4. Memaksimalkan Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance)
Melalui audit pajak, wajib pajak tergerak untuk bersikap lebih
tertib dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak
dikenakan sanksi.

5. Mematuhi Hukum Perpajakan
Audit pajak juga digunakan sebagai alat dalam menegakkan hukum
bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta mengurangi risiko
terjadinya manipulasi pajak.
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Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Hasil audit akan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) yang mencakup seluruh temuan, analisis, dan rekomendasi.
Berdasarkan dari LHP, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP), baik berupa SKPKB (Kurang Bayar), SPKLB (Lebih
Bayar), maupun SKPN (Nihil). Prasetyo (2020) menekankan
pentingnya akurasi dalam penyusunan LHP dikarenakan laporan
ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk penetapan
kewajiban pajak.

Tinjauan Etika Dalam Audit Pajak

Etika dalam audit pajak adalah kaidah moral yang wajib dipegang oleh
auditor agar tahapan pemeriksaan berjalan secara adil, objektif dan
dilandasi oleh pedoman etika profesional yang benar-benar
mencerminkan keadilan dan kebenaran fiskal. Pentingnya etika dalam
audit pajak adalah untuk:

1.

Menjamin Independensi dan Objektivitas Auditor

Etika dapat bekerja secara leluasa dari tekanan internal maupun
eksternal dan juga tidak terpengaruh oleh relasi individu, jabatan
atau kepentingan politik tertentu. Menurut Putri dan Prasetyo
(2023), salah satu penyebab utama ketidakakuratan hasil audit
pajak adalah tekanan pencapaian target penerimaan pajak, yang
mendorong auditor untuk tidak netral dalam penilaian mereka.

. Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Otoritas Pajak, Seperti

Menjaga Integritas Dan Transparansi

Masyarakat lebih patuh membayar pajak jika mereka yakin bahwa
audit dilakukan secara adil dan bebas dari penyalahgunaan
kekuasaan (Rahayu, 2022).

. Mencegah Terjadinya Penyimpangan dan Korupsi

Dimana audit pajak sangat rentan dengan praktik suap dan
gratifikasi, terutama dalam negosiasi hasil temuan audit
Simanjuntak dan Dewi (2024) menyatakan bahwa pelanggaran
etika sering kali menjadi pintu masuk korupsi fiskal yang merusak
kredibilitas negara.

Memaksimalkan Kualitas Dan Akurasi Temuan Audit

Dengan etika, dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan
sah secara hukum dimana prosesnya dilakukan dengan metode
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yang benar dan profesional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa
hasil audit benar-benar mencerminkan kondisi perpajakan yang
sebenarnya (Pohan, 2023).

5. Mendukung Tata Kelola Pajak yang Baik (Good Tax
Governance)
Ketika etika diterapkan secara konstan, maka proses audit pajak
menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil
dan transparan (Simanjuntak & Dewi, 2024).
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Konsep Dasar Etika dan Profesi

Ada banyak interpretasi dan definisi yang berbeda tentang etika. Kata
“etika” berasal dari kata Yunani kuno “ethikos,” yang berarti “berasal
dari kebiasaan.” Sebuah cabang filsafat yang dikenal sebagai etika juga
mempelajari prinsip-prinsip moral tentang benar atau salah, serta
baik dan buruk, dalam tindakan manusia (Bertens, 2013).

Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana
profesional seharusnya berperilaku saat menjalankan tugas mereka
dalam lingkungan profesional. Etika sebagai proses penalaran moral
dan pertimbangan memberikan dasar bagi seseorang atau
sekelompok orang untuk menilai apakah suatu tindakan yang
diusulkan bersifat etis atau tidak. Etika telah berkembang menjadi
kerangka kerja operasional yang dinamis untuk memandu perilaku
profesional di dunia modern yang bergerak melampaui gagasan
filosofis yang abstrak.

Menurut (Smith & Johnson, 2020) etika adalah seperangkat
prinsip yang terus berubah yang mendukung penilaian profesional
dalam menghadapi pergeseran masalah sosio-teknologi. Etika
menyediakan bahasa yang sama dalam masyarakat majemuk yang
memudahkan para profesional dan generasi untuk berkomunikasi
satu sama lain (Chen & Wang, 2023). Profesi menurut (Freidson,
2020) adalah komunitas pekerjaan formal dengan mandat masyarakat
untuk mengatur praktiknya sendiri dengan norma-norma etika yang
eksplisit, proses sertifikasi yang diakui negara dan sistem
pengetahuan yang eksklusif. Istilah “profesi” mengacu pada pekerjaan
yang memerlukan pendidikan khusus, kompetensi teknis, dan
ketaatan pada kode etik yang pelaksanaannya diawasi oleh organisasi.
Selain memenuhi kebutuhan finansial, profesi ini juga memiliki tugas
sosial yang besar bagi masyarakat umum.

Dalam kaitannya dengan pajak, terdapat beberapa profesi seperti
pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak atau akuntan
perpajakan. Mengingat betapa rentannya industri perpajakan
terhadap konflik kepentingan antara klien dan pemerintah, etika
profesi merupakan komponen penting dalam praktik perpajakan.
Kode etik bertindak sebagai pemeriksaan atas hal ini, memastikan
bahwa para profesional pajak berfokus pada penegakan integritas
sistem perpajakan nasional serta kepentingan keuangan klien mereka.
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mengetahui kondisi keuangan kliennya, meskipun permintaan
tersebut disertai dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan
(IKPI, 2020).

4. Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam profesi perpajakan merupakan prinsip yang
mengharuskan setiap pelaku untuk bertanggung jawab secara
transparan terhadap setiap keputusan dan tindakan yang diambil
terkait kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, akuntabilitas mengharuskan para
profesional pajak  untuk  dapat = menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan setiap rekomendasi, perhitungan, atau
kebijakan yang diterapkan, baik kepada klien, fiskus, maupun
masyarakat luas.

Sebagai contoh, seorang konsultan pajak harus mampu
memberikan dasar hukum yang jelas dan logika yang kuat atas
setiap strategi perencanaan pajak yang diusulkannya kepada klien,
termasuk menjelaskan risiko dan konsekuensi hukum yang
mungkin timbul. Hal ini tidak hanya mencerminkan kompetensi
teknis, tetapijuga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan
kepatuhan pajak (IKPI, 2020).

5. Profesionalisme

Profesionalisme di bidang perpajakan diwujudkan melalui sikap
dan tindakan nyata yang mencerminkan penguasaan kompetensi
teknis serta kepatuhan terhadap standar etika profesi. Seorang
konsultan pajak yang profesional, misalnya, tidak hanya mampu
memberikan analisis perpajakan yang akurat, tetapi juga berani
menolak permintaan klien yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip kepatuhan perpajakan, meskipun berpotensi kehilangan
imbalan jasa profesional.

Sebuah kasus nyata terjadi ketika seorang konsultan senior
menyarankan kliennya untuk melakukan pembetulan SPT secara
sukarela setelah menemukan adanya kesalahan penghitungan,
meskipun kesalahan tersebut tidak akan terdeteksi dalam
pemeriksaan rutin (IKPI, 2020).
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